


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL IKAN ASING 

DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF LAUT NATUNA UTARA 
 

Tim Penulis: 

Muhamad Fajar Romdhon, Surya Wiranto,  

Yusnaldi, Anang Puji, Panji Suwarno,  

Adi Bandono 

 

Desain Cover: 

Septian Maulana 

 

Sumber Ilustrasi: 

www.freepik.com 

 

Tata Letak: 

Handarini Rohana 

 

Editor: 

Jonni Mahroza 

Pujo Widodo 

Lukman Yudho Prakoso 

 

ISBN: 

978-623-459-934-3 

978-623-459-940-4 (PDF) 

 

Cetakan Pertama: 

Januari, 2024 

 

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang 

by Penerbit Widina Media Utama 

 

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau 

seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. 

 

PENERBIT: 

WIDINA MEDIA UTAMA 

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas 

Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat 

 

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020 

Website: www.penerbitwidina.com 

Instagram: @penerbitwidina 

Telepon (022) 87355370 

 



 

iii 

 
 

 

 

Keamanan Maritim Indonesia sangat penting untuk melindungi sumber 

daya alam yang dimiliki, salah satunya adalah perikanan yang berada di Laut 

Natuna Utara. Segenap sumber daya yang dimiliki harus dikerahkan termasuk 

penegakan hukum oleh Polri terhadap kapal ikan asing negara lain yang 

selama ini banyak melakukan pencurian ikan di wilayah teritorial dan yuridiksi 

Indonesia. 

Laut Natuna Utara menyimpan banyak kekayaan alam termasuk 

perikanan salah satu diantaranya, pencurian ikan dari berbagai negara terjadi 

memanfaatkan segala keterbatasan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum 

Indonesia. Berbagai upaya terus dilakukan agar dapat mengamankan wilayah 

perairan tersebut agar kekayaan alam kita dapat diamankan. 

Buku ini menjadi salah satu referensi yang bisa menjadi tambahan ilmu 

pengetahuan untuk para pembaca untuk berbagai kemanfaatan, terutama 

dalam pengembangan ilmu terkait keamanan maritim. Semoga dapat 

memberikan kemanfaatan untuk para pembaca yang membutuhkan. 

 

 

 

Jakarta, Januari 2024 

Kaprodi Keamanan Maritim 

Fak. Keamanan Nasional, Unhan RI 

 

 

 

 

Kolonel Laut (KH) Dr. Panji Suwarno 
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PENDAHULUAN 

 
A. LATAR BELAKANG 

Pengelolaan sektor kelautan dan kemaritiman mendapat perhatian serius 

dalam wacana ilmiah, mengingat pentingnya aspek ini dalam konteks 

keamanan nasional, terutama di laut. Dalam usaha membangun identitas 

sebagai negara maritim yang kuat, strategi yang komprehensif diperlukan 

untuk memastikan keselarasan di antara berbagai sektor yang terlibat, 

meskipun memiliki tujuan yang berbeda-beda namun tetap mengarah pada 

tujuan utama pembangunan maritim. 

Aspek keamanan nasional, yang juga mencakup aspek keamanan maritim, 

memiliki hubungan intrinsik dengan potensi konflik di lautan, termasuk 

operasi perang di wilayah maritim. Hal ini menekankan pentingnya konsep 

Kekuatan Laut (Sea Power) dalam konteks perlindungan dan pemertahanan 

terhadap kedaulatan dan integritas suatu negara. Dalam kondisi strategis 

yang terus berubah, dimana aspek geostrategi dan geopolitik berperan 

signifikan, pengelolaan keamanan maritim di Indonesia menjadi dinamis dan 

saling terkait secara erat. Perubahan dalam lingkungan global, regional, dan 

nasional secara simultan memengaruhi dinamika keamanan maritim 

Indonesia, dan sebaliknya. 

Keamanan maritim dalam konteks Indonesia tidak dapat dilepaskan dari 

perwujudan tujuan nasional yang menjadi pijakan dan cita-cita bagi 

pemerintah dan masyarakatnya. Tujuan utama tetap berkaitan dengan 

keberlanjutan kedaulatan dan kesatuan yang utuh terhadap NKRI. Dan sebab 

itu, strategi pengelolaan keamanan maritim Indonesia harus disusun dengan 

mempertimbangkan semua faktor yang saling terkait, dengan kesadaran 

bahwa keberhasilannya akan berdampak langsung pada tegaknya prinsip-

prinsip nasional dan keberlangsungan NKRI. 
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PERTAHANAN NEGARA 

 
Pertahanan merupakan instrumen utama yang membangun keamanan 

nasional suatu negara. Keamanan nasional ini mencakup pertimbangan 

terhadap aspek-aspek seperti wilayah, kedaulatan, dan keamanan individu 

warga negara (Holcner & Smiljanic, 2018). Dengan kata lain, melalui upaya 

pertahanan, suatu negara berusaha menjaga keutuhan wilayahnya, 

melindungi kedaulatannya, dan menjamin keselamatan serta keamanan 

seluruh warga negaranya. Ini menjadi esensi dari kebijakan pertahanan yang 

holistik, yang tidak hanya memperhitungkan aspek militer tetapi juga aspek-

aspek nonmiliter yang melibatkan partisipasi aktif berbagai kementerian dan 

komponen bangsa. Dengan demikian, pertahanan negara menjadi landasan 

utama dalam menciptakan dan memelihara keamanan nasional yang 

komprehensif. 

Pertahanan negara adalah usaha untuk menjaga kedaulatan, wilayah, dan 

keselamatan bangsa Indonesia. Usaha ini harus mengakomodasi dinamika 

ancaman, baik militer maupun nonmiliter, yang terus berubah seiring 

perkembangan lingkungan strategis. Tujuan pertahanan negara adalah 

memastikan keutuhan wilayah NKRI dan melibatkan pemerintah dalam 

penyelenggaraannya. Sistem pertahanan negara dibangun dan dibina secara 

proaktif untuk mengembangkan kemampuan dan daya tangkal negara serta 

mengatasi setiap potensi ancaman. (Kemhan, 2012). 

Kebijakan pertahanan negara dirancang sebagai satu kesatuan arah 

kebijakan, termasuk pertahanan terintegratif yang menggabungkan aspek 

militer dan nirmiliter. Integrasi pertahanan negara mengacu pada 

penggabungan dan penyesuaian kebijakan pengelolaan pertahanan dalam 

dua bentuk utama: Pertama, pertahanan militer, yang termanifestasi dalam 

bentuk TNI dengan komando gabungan tiga angkatan (AD, AL, dan AU). Ini 
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KEAMANAN MARITIM 

 
Keamanan maritim merupakan bagian integral dari keamanan nasional, 

sehingga pelaksanaan kebijakan nasional suatu negara mencerminkan praktik 

keamanan maritim (Octavian & Yulianto, 2014). Meskipun konsep keamanan 

maritim belum sepenuhnya terdefinisi, penting untuk membedakan antara 

keamanan maritim dan keselamatan maritim (Roell et al., 2013). Keamanan 

maritim merujuk pada tindakan preventif dan responsif yang bertujuan 

melindungi wilayah maritim negara dari ancaman dan pelanggaran hukum. 

Keamanan maritim mencakup kondisi terbebasnya suatu negara dari berbagai 

ancaman terhadap kepentingan nasionalnya di laut, baik yang bersifat militer 

maupun nonmiliter. Selain itu, keamanan maritim memiliki dampak regional 

yang signifikan, dengan kebijakan yang berbeda-beda sesuai dengan dinamika 

kawasan tertentu. Dalam konteks ini, pelayaran yang aman, baik dalam sektor 

sipil maupun militer, menjadi fokus utama perhatian. 
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STRATEGI 

 
Asal usul kata strategi dapat ditelusuri ke bahasa Yunani, yaitu kata 

"strategos". Dalam konteks sistem aturan mayoritas Athena, "strategos" 

mengacu pada "komandan militer". Awalnya, istilah ini digunakan dalam 

ranah taktis dan mengandung arti suatu pendekatan untuk mengoptimalkan 

seluruh kekuatan taktis yang tersedia guna meraih kemenangan dalam suatu 

konfrontasi. Berdasarkan terminologi, para ahli mengungkapkan definisi 

strategi mempunyai makna yang mirip, yaitu berkontribusi dalam suatu 

kompetisi dalam rangka mewujudkan sebuah tujuan dengan efektif serta 

efisien (Purnomo, 1996).  

Konsep ways, means dan ends dikenalkan oleh (Arthur and Lykke, 1989) 

dengan judul makalahnya yaitu "Defining Military Strategy”.  Ways itu sendiri 

memiliki makna manfaat yang dapat di ambil, sedangkan means yaitu sumber 

daya yang tercukupi dan ends dapat mencapai tujuan. Sehingga apabila 

konsep ways, means dan ends diberlakukan dalam mengatur taktik atau 

strategi, strategi tersebut dapat berjalan dengan seimbang, masuk akal dan 

memiliki resiko yang kecil. Pendapat Lykke yang lain perihal konsep taktik 

(strategi) yang baik juga harus disertai dengan kekuatan yang merata yang 

dapat dianalogikan sebagai “bangku berkaki 3” agar dapat dijalankan dengan 
seimbang dan berjalan dengan sempurna.  

Apabila terdapat ketidakseimbangan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan 

di dalam tiga elemen dasar tersebut, maka berpotensi timbul risiko akibat 

terjadinya disparitas antara target yang hendak diperoleh, rancangan 

tindakan strategis, serta ketersediaan kekuatan dan kapabilitas sumber daya. 
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SEA POWER 

 
Merupakan sekumpulan taktik (strategi) operasional yang bertujuan 

mengatur operasional lautan dengan keunggulannya yang dimiliki oleh AL 

(Angkatan Laut). Hal tersebut didefinisikan oleh Prof.  Geoffrey (2004) yang 

berbicara tentang sea power (kekuatan laut). Dalam konsep ini, 2 hal pokok 

dalam mengatur strategi di laut yang dilakukan oleh Angkatan Laut yaitu 

dengan memperhatikan lancarnya komunikasi dilaut dan memperhatikan 

proyeksi kekuatan laut. Menurut Profesor Till pentingnya Sea Power tidak 

hanya terpusat pada seluruh kejadian di lautan, namun lebih menekankan 

pada implikasi dari kejadian tersebut terhadap dinamika yang berlangsung di 

daratan. 

Selanjutnya, Prof. Geoffrey menekankan istilah kekuatan laut (sea Power) 

merujuk kepada kekuatan untuk mempengaruhi aktivitas entitas lainnya, baik 

yang terkait dengan maritim maupun yang berasal dari maritim, di luar 

konteks penguasaan dan pemanfaatan lautan itu sendiri. Konsep ini 

mendefinisikan Sea Power dalam konteks hasil dan tujuan, bukan sekadar 

metode. Secara lebih rinci, kekuatan laut (sea power) sebagai output merujuk 

pada dampak yang melibatkan kekuatan dalam mengendalikan wilayah 

maritim serta memiliki pengaruh terhadap perilaku negara atau entitas non-

negara, baik di dalam, melalui, atau di sekitar perairan laut. Sedangkan 

kekuatan laut (sea power) sebagai input mencakup komponen intensitas 

nasional yang beroperasi pada lingkungan maritim, seperti SDM, SDA, alat 

negara penegak hukum dan industri pertahanan maritim. 

Profesor Till juga mengidentifikasi empat fungsi utama laut yang 

memberikan manfaat signifikan bagi negara, baik dalam kondisi perdamaian 

maupun konflik. Pertama, laut berfungsi sebagai sumber daya, di mana 

kumpulan sumber daya hayati dan energi, seperti minyak bumi, gas alam dan 
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PENEGAKAN HUKUM 

 
Semua aspek aktivitas masyarakat wajib menggunakan prinsip penegakan 

hukum. Pakar hukum mengemukakannya dengan berbagai teori yang telah 

dikembangkan. Penegakan hukum merupakan domain yang meliputi berbagai 

bidang (Sudarto, 2010), hal tersebut tidak selalu berhubungan dengan 

kejadian dugaan tindak pidana, melainkan berhubungan dengan langkah-

langkah penanggulangan tindakan kriminal. Penanggulangan tersebut 

melibatkan berbagai macam pihak seperti Kepolisian, Pamong Praja, 

Legislator, Kejaksaan, aparatur pelaksana pidana pengadilan serta aparatur 

penegak hukum lainnya.  

Pemberian hukuman bagi kriminalitas, termasuk peran dari berbagai 

instansi dapat dianggap sebagai langkah preventif untuk menghalangi 

individu tertentu dan juga masyarakat secara keseluruhan agar tidak 

melakukan tindak pidana. Namun, entitas yang memiliki kemampuan dan 

dedikasi langsung untuk mencegah fenomena ini adalah Kepolisian Republik 

Indonesia (Polri). 

Penegakan hukum merupakan suatu sistem prosedur yang merinci 

bagaimana prinsip-prinsip abstrak seperti nilai, gagasan, dan aspirasi dapat 

diwujudkan sebagai tujuan utama. Animo yang mendasari pembentukan 

perundang-undangan mempunyai tujuan luhur, yakni kebenaran, keadilan 

dan kepastian. Aspek-aspek tersebut diidentifikasi dan diaplikasikan dalam 

konteks fakta yang aktual (Satjipto, 2009). Hukum yang ditegakkan 

merupakan isu melibatkan faktor kemauan dalam rangka mewujudkan 

pelaksanaan hukum secara efektif, serta merujuk pada dimensi positif dari 

instrumen legitimasi. Namun, tujuan yang terkandung dalam penegakan 

hukum mungkin tidak selalu tercapai sepenuhnya, dikarenakan kadang-

kadang hukum juga dimanfaatkan untuk membentengi interes kelompok dan 
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KONSEP ILLEGAL FISHING 

 
Menurut interpretasi IPOA (International Plan of Action), penangkapan 

ikan secara ilegal didefinisikan sebagai:  

1. Penolakan persetujuan, peraturan dan panduan yang di tetapkan oleh 

suatu negara yang memiliki yuridiksi terhadap kapal-kapal publik yang 

tidak dikenal di perairan yang berada di bawah yurisdiksinya. 

2. Pelanggaran operasional, perlindungan dan pengelolaan yang dilakukan 

oleh kapal-kapal yang membawa bendera suatu negara yang menjadi 

anggota asosiasi perikanan regional dan juga melanggar ketentuan-

ketentuan yang berhubungan dengan hukum internasional yang berlaku. 

3. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan nasional dan juga 

melanggar kewajiban-kewajiban negara-negara yang bekerjasama dalam 

suatu asosiasi manajemen perikanan regional yang relevan. 

 

Secara rinci, penangkapan ikan secara tidak sah berdasarkan Keputusan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.50/MEN/2012 tentang Rencana 

Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported, And 

Unregulated Fishing tahun 2012-2016 didefinisikan seperti dibawah ini: 

1. Aktivitas kelautan yang tidak sesuai dengan kewajiban dan norma hukum 

nasional maupun internasional.  

2. Aktivitas kelautan yang dilakukan KIA dan individu di wilayah laut yang 

berada di bawah hak-hak berdaulat suatu bangsa yang tidak 

mendapatkan persetujuan dari pemerintah bangsa tersebut, serta 

melanggar perundang-undangan yang berlaku dan sudah ditetapkan 

dalam hukum.  

3. Aktivitas kelautan yang tidak sesuai dengan hukum dan norma-norma 

internasional serta tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan dan 
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ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) 

 
ZEE merupakan kawasan non cakupan laut teritorial yang memiliki lebar 

tidak melebihi dua ratus Nm yang dihitung dimulai dari baseline sebagai 

acuan guna menghitung lebar dari laut kedaulatan. Negara yang termasuk di 

ZEE yaitu negara yang mempunyai garis pantai di wilayah tersebut dan 

memiliki hak eksklusif terhadap SDA yang dimiliki, serta memiliki hak untuk 

menerapkan kebijakan hukumnya di zona ini, serta menikmati kebebasan 

navigasi, penerbangan diatasnya, dan kegiatan penanaman kabel serta pipa. 

Dasar konseptual ZEE yang dapat dipertanggungjawabkan berasal dari 

kebutuhan yang muncul diperkiraan tahun 1945 guna memperlebar hak-hak 

berdaulat negara pesisir di atas perairan, dan sumber utamanya dapat 

ditelusuri hingga persiapan untuk pedoman PBB mengenai Hukum Laut tahap 

III (Sugihartono, 2018). 

 

 
Gambar 8. Pembagian zona maritim menurut UNCLOS 

 

BAB  

8 



 

 

 

 
 

TUGAS POLRI DI ZEE LAUT NATUNA UTARA 

 
Wilayah perairan Indonesia merupakan bagian integral dari kedaulatan 

negara yang terstruktur dalam berbagai rezim hukum laut, yang diatur oleh 

UNCLOS 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hukum laut).  

Pengesahan UU nomor 17 tahun 1985 mengenai Ratifikasi UNCLOS 1982 yang 

ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Undang-undang ini khususnya merinci 

peraturan terkait wilayah dasar laut dalam dan tanah dibawahnya, laut lepas, 

Landas Kontinen, Laut Teritorial, Zona Tambahan dan Zona Ekonomi Ekslusif. 

Secara keseluruhan area yang tunduk pada kedaulatan wilayah negara 

Indonesia yaitu area laut, pedalaman, kepulauan dan teritorial.  

Selain aspek tersebut, hak-hak berdaulat suatu negara meliputi ZEE, 

Landas Kontinen serta Zona Tambahan yang mengindikasikan bahwa Negara 

Pesisir, termasuk dalam konteks ini Negara Kepulauan Indonesia, memegang 

hak-hak tertentu atas penyelenggaraan SDA yang hidup dan mati yang berada 

dalam wilayah-wilayah tersebut. Akibatnya, kapal-kapal asing tidak diizinkan 

untuk mengeksploitasi atau memanfaatkan sumber daya alam tersebut. 

Sebaliknya, pada dua zona terakhir yakni dasar laut dalam dan tanah 

dibawahnya serta laut bebas berlaku asas kepemilikan bersama oleh 

komunitas internasional, yang mencakup wilayah dengan jangkauan eksternal 

dari hak-hak eksklusif dan batasan hak-hak berdaulat suatu negara (Ida, 2021). 

Pada kesepakatan tertulis United Nations Convention on The Law of The 

Sea tahun 1982 dimulai dari tanggal 16 bulan November tahun 1994 yang 

berisi tentang penetapan Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Secara sejajar, 

kredibilitas daerah laut yang mencakup regulasi serta pengelolaan individu 

yang terdapat di dalam batas-batas wilayah kelautan tersebut secara 

berkesinambungan dijaga dan dipertahankan oleh hak-hak khusus dan 

kebijakan yang dimiliki oleh NKRI serta mencakup regulasi dan pengelolaan 
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HAMBATAN KEPOLISIAN PERAIRAN DALAM 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL IKAN 

ASING ILEGAL DI ZEE LAUT NATUNA UTARA 

 
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Satuan Kepolisian Perairan 

Wilayah, dijelaskan dalam Rencana Strategis Korps Kepolisian Perairan dan 

Udara Baharkam Polri Tahun 2020 – 2024 seperti belum adanya aturan 

terkait Satuan Kepolisian Perairan Wilayah (5 Pangkalan Gerak) yang sudah 

ada sejak tahun 2007, belum ada dasar hukum untuk mengoperasikannya; 

Ketersediaan kapal patroli dan pesawat angkut serta helikopter yang dapat 

menjelajah wilayah perbatasan dan pulau terluar terbatas; Tidak ada sarana 

pelatihan seperti simulator kapal dan pesawat, serta simulator helikopter 

untuk melatih anggota; Kurangnya anggaran untuk pendidikan dan pelatihan 

di bidang kepelautan serta persyaratan yang ketat mengacu pada standar 

internasional; Koordinasi antar instansi yang berwenang dalam 

penanggulangan kejahatan di perairan juga kurang; Dukungan anggaran 

hanya sekitar 25% dari kebutuhan ideal; Minimnya informasi dari masyarakat 

tentang kegiatan ilegal di moda transportasi laut dan sungai; Sistem 

komunikasi yang terbatas antara kapal dan Mako Ditpolair Baharkam Polri di 

Jakarta maupun dengan Ditpolairud Polda; Belum ada sertifikat profesi 

penyidik tindak pidana perairan. Terbatasnya pedoman operasional 

kepolisian; Tumpang tindih tupoksi dari beberapa Sub Satker; Gudang 

sparepart kapal Ditpolair dan Pesawat Ditpoludara saat ini sudah tidak ideal. 

Diperlukan personil tambahan untuk kapal Korpolairud Baharkam Polri dan 

graving dock kapal Ditpolair saat ini memerlukan modernisasi dan 

pengembangan. 
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STRATEGI KEPOLISIAN PERAIRAN DALAM 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK 

PENANGKAPAN IKAN ILEGAL OLEH KAPAL 

IKAN ASING DI ZEE LAUT NATUNA UTARA 

 
Pembahasan tulisan ini menjelaskan dasar-dasar dari teori strategi dan 

teori kekuatan laut, upaya taktis dalam mengoordinasikan potensi dari 

lembaga penegak hukum seperti, Kepolisian Perairan, TNI AL, KKP, serta 

Bakamla difokuskan pada pengurangan prevalensi KIA yang melakukan 

penangkapan ikan secara tidak sah yang beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif 

(ZEE) Laut Natuna Utara. Sebagai langkah tambahan, penting juga untuk 

membangun kerangka regulasi yang mendukung operasional agar Polair 

dapat melaksanakan penegakan hukum di wilayah perairan yurisdiksi 

menggunakan armada kapal patroli secara efektif. 

Medendehe (2021) dalam tulisan nya menyatakan adanya praktik 

penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia meliputi faktor-faktor seperti 

keterbatasan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan 

pengawasan guna menegakkan hukum. Penegakan hukum terhadap 

pelanggaran hukum di wilayah ekonomi eksklusif perairan Natuna dilakukan 

melalui langkah-langkah yang diambil oleh lembaga pemerintah yang 

bertanggung jawab atas pengaturan sektor kelautan. Upaya-upaya yang 

dilakukan Kepolisian Perairan harus mengikuti syarat operasional Polri pada 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 

Tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional 

Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
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